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RINGKASAN 

 

       Unguria Virgasih, 2023, NPM 21901091108, Program Studi Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Efektivitas Aplikasi 

Si-Izol Dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan ( Studi Kasus Pada Dinas Tenaga 

Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Malang, Dosen 

Pembimbing I : Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Dosen Pembimbing II : Hirshi 

Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Efektivitas aplikasi Si-Izol dalam 

peningkatan pelayanan perizinan di DisnakerPMPTSP Kota Malang, (2) Apa faktor 

pendukung dan penghambat pada peningkatan pelayanan perizinan di 

DisnakerPMPTSP Kota Malang. 

       Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekaan kualitatif jenis 

penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di 

lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang 

peningkatan pelayanan perizinan di Kantor DisnakerPMPTSP Kota Malang. Pada 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 4 komponen yaitu 

antara lain : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan 

atau verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik 

keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan 

oleh Budiani (2007:53) dalam (Khadafi dan Mutiarin, 2017). 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pelayanan perizinan 

secara umum sudah berjalan dengan baik yakni ketetapan sasaran program, 

sosialisasi program, pencapaian tujuan program, pemantauan program. Namun, 

masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum maksimal seperti 

sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Dikarenakan masih ada dari 

masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan aplikasi tersebut. (2) Faktor 

pendukungnya yaitu memanfaatkan SDM dan fasilitas yang ada serta pola 

manajemen. Faktor pengambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan perizinan 

antara lain : kurangnya pemahaman teknologi, belum adanya pengembagan 

software. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Perizinan 
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SUMMARY 

 

       Unguria Virgasih, 2023, NPM 21901091108, Public Administration Study 

Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 

Effectiveness of Si-Izol Application in Improving Licensing Services (Case Study 

at the Department of Labor, Investment, and Integrated One-Stop Service) in 

Malang City, Supervisor I: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, Supervisor II: Hirshi 

Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int 

       This research aims to determine (1) The effectiveness of the Si-Izol application 

in improving licensing services at the Department of Labor, Investment, and 

Integrated One-Stop Service (DisnakerPMPTSP) in Malang City, (2) The 

supporting and inhibiting factors in improving licensing services at Disnaker 

PMPTSP in Malang City. 

       The research method used in this study is a qualitative approach of descriptive 

research. The researcher chose a qualitative approach with a descriptive method to 

obtain a clear and comprehensive understanding of what is happening in the field, 

and then describe in detail the improvement of licensing services at the Disnaker 

PMPTSP Office in Malang City. Data collection was done through techniques such 

as interviews, observation, and documentation. Data analysis in this study consists 

of four components: data collection, data condensation, data presentation, and 

conclusion or verification. The researcher used data validity techniques for data 

examination. This research is based on the effectiveness theory proposed by 

Budiani (2007:53) in (Khadafi and Mutiarin, 2017). 

       The results of this study indicate that (1) The effectiveness of licensing 

services, in general, has been running well, including program target determination, 

program socialization, goal achievement, and program monitoring. However, there 

are still several indicators that have not been fully optimized, such as inadequate 

socialization, as some members of the community are still unaware of the 

application. (2) The supporting factors include utilizing human resources, existing 

facilities, and management patterns. The inhibiting factors that affect the quality of 

licensing services include: lack of technological understanding and the absence of 

software development. 

Keywords: Effectiveness, Public Services, Licensing Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Revolusi Industri memiliki potensi untuk mengubah gaya 

hidup manusia, termasuk dalam hal interaksi sosial dan cara kerja, dari yang 

sebelumnya dilakukan secara manual menjadi serba digital. Dalam konteks ini, 

terbuka peluang yang luas bagi Indonesia dan lembaga pemerintahan di negara 

tersebut untuk berinovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan mempercepat e-governance  

dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk pelayanan publik 

berbasis teknologi. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik atau biasa yang 

kita sebut dengan e-government merupakan teknologi informasi berbasis internet. 

Di Indonesia, e-government diperkenalkan pada tahun 2001 melalui Instruksi 

Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika. Instruksi tersebut mewajibkan 

aparatur pemerintah untuk menggunakan teknologi telematika guna mendukung 

good governance dan sistem demokrasi. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

government, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam sistem manajemen dan proses kerja elektronis di dalam 

pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar pelayanan 
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publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat dan kinerja 

pemerintah lebih efektif, efisien serta cepat.  

Dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagai pelayanan masyarakat, 

pemerintah perlu berupaya dalam peningkatan kualitas pelayanan. Kegiatan 

pemberian pelayanan publik tersebut dapat dilihat dari pelayanan pendidikan, 

kesehatan, perizinan, dsb. Sinambela (2006:5) mengartikan pelayanan publik 

adalah “setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan keputusan hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik.” 

Menurut Ratminto dan Winarsih (2005:4-5): 

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, daerah, 

dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peratura perundang-undangan. 

 

Pelayanan publik merupakan ujung tombak interaksi antara masyarakat dan 

pemerintah, karena merupakan implementasi serta kebijakan birokrasi di 

lapangan. Dalam konsep penyelenggaraan negara, pelayanan pubik dianggap 

sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang berfokus pada 

kepentingan umum. Hal ini diatur dalam ketetapan MPR RI No. IX Tahun 1998 

dan diterjemahkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
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Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, 

bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi, melayani, memberdayakan, 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai 

fasilitator dan regulator, yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada 

masyarakat berdasarkan prinsip pemerintahan yang demokratis. Peran pemerintah 

ini menuntut agar pemerintah memberikan pelayanan publik sesuai dengan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance). Salah satu bidang yang saat ini menjadi perhatian 

masyarakat adalah pelayanan publik dalam bidang administrasi pemerintah, 

khususnya dalam hal pelayanan perizinan usaha dan penanaman modal. Bidang 

ini memiliki arti penting dalam kegiatan perekonomian dan berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu instansi pemerintah yang mengelola perizinan usaha di Kota 

Malang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat 

berupa pelayanan perizinan usaha. DPMPTSP Kota Malang merupakan 

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab berkaitan 

dengan Bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. DPMPTSP Kota Malang 

dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu yang digunakan sampai dengan saat ini. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama penelitian, keluhan yang 

sering muncul dari masyarakat terkait proses pelayanan perizinan adalah 
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kurangnya petunjuk yang jelas. Masyarakat tidak mengetahui dengan pasti syarat 

dan aturan apa yang diperlukan untuk mengurus perizinan, sehingga membuat 

proses pelayanan perizinan menjadi kurang efektif. Pengurusan perizinan yang 

diajukan terkesan masih berbelit-belit dan harus melalui proses birokrasi yang 

Panjang dan secara fisik harus hadir ke dinas terkait. Situasi ini menyebabkan 

pelayanan perizinan di Kantor DisnakerPMPTSP Kota Malang terkesan sulit dan 

memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam 

pelayanan perizinan agar pelayanan publik yang terbaik dapat diberikan kepada 

masyarakat. 

Dalam usahanya memperbaiki kualitas pelayanan perizinan di 

DisnakerPMPTSP Kota Malang meluncurkan program inovasi terbaru. Yakni 

program aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online yang dikenal sebagai Si-Izol. 

Aplikasi ini merupakan sistem monitoring dan pelayanan perizinan online yang 

merupakan implementasi dari Electronic Government (E-Government). Si-Izol 

merupakan jenis pelayanan publik yang dapat diakses secara online. Tujuan dari 

program aplikasi Si-Izol ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di DisnakerPMPTSP Kota Malang. 

 Aplikasi Si-Izol mulai diluncurkan pada tahun 2020 sebagai bentuk inovasi 

baru. Dibandingkan dengan pelayanan manual, aplikasi Si-Izol memiliki fitur 

pelayanan yang lebih mudah dan efektif. Aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan publik dalam hal informasi dan pengajuan permohonan perizinan 

dengan lebih mudah dan cepat. Masyarakat dapat mengakses aplikasi Si-Izol 

melalui website. 
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Gambar 1. 1  

Halaman Utama Website Login SI-IZOL (Sistem Informasi 

Perizinan Online) 

Beberapa kelebihan dalam mengurus perizinan melalui aplikasi Si-Izol 

dibandingkan dengan mengurus secara langsung ke Kantor DisnakerPMPTSP 

Kota Malang antara lain adalah pemohon hanya perlu mendaftar dan mengirimkan 

berkas atau dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi secara online. Hal ini 

memberi kemudahan bagi pemohon sehingga tidak perlu datang ke kantor dan 

menghabiskan waktu dalam antrian untuk mengurus surat perizinan. Berikut 

adalah tampilan aplikasi Si-Izol melalui website resmi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor DisnakerPMPTSP Kota Malang 

Sebuah pelayanan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan 

target yang ditentukan. Efektivitas merupakan elemen penting dalam mencapai 

tujuan organisasi. Untuk menentukan apakah suatu pelayanan efektif atau tidak, 

kita perlu melihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai. Menurut 

Robbins (dalam Tika, 2008:129), efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat 

pencapaian organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. 

Artinya, efektivitas adalah ukuran standar yang digunakan untuk menilai sejauh 
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mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Aplikasi Si-Izol dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang 

ditargetkan. Pada implementasi aplikasi Si-Izol terdapat beberapa permasalahan 

yang masih perlu diperhatikan. Saat ini, masih ada sebagian masyarakat Kota 

Malang yang belum sepenuhnya mengenal dan memahami aplikasi tersebut. 

Sebagian dari mereka ada yang masih melakukan pelayanan perizinan dengan 

datang ke Kantor Disnaker. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam 

mengajukan permohonan melalui aplikasi ini. Misalnya, kurangnya pengetahuan 

teknologi oleh masyarakat mengenai cara mengoperasikan Si-Izol. Selain itu, 

kurangnya keterangan atau petunjuk yang jelas mengenai cara mengupload 

dokumen atau berkas yang dibutuhkan. Masalah lain yang sering muncul adalah 

gangguan atau eror saat mengakses aplikasi melalui web Si-Izol, hal tersebut tentu 

saja dapat menghambat pelayanan. Dengan demikian perlu adanya evaluasi 

terhadap aplikasi tersebut.  

Melihat adanya permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk membahas 

efektivitas program aplikasi Si-Izol dalam upaya peningkatan pelayanan 

perizinan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian yang 

berbentuk penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Aplikasi Si-Izol Dalam 

Peningkatan Pelayanan Perizinan di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.” 
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1.2 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya 

adalah: 

1. Bagaimana efektivitas program aplikasi Si-Izol di Dinas Tenaga kerja, 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Malang dalam 

upaya meningkatkan pelayanan perizinan? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan dengan menggunakan aplikasi Si-Izol?  

1.3 Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penulisan ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, menganalisis serta menggambarkan efektivitas program 

aplikasi Sistem Informasi Perizinan online (Si-Izol) dalam upaya 

meningkatkan pelayanan perizinan di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung 

dalam aplikasi Si-Izol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai 

suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini 

antara lain: 
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1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya dengan menjadikan referensi 

yang memiliki kesamaan variable penelitian. 

b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat 

dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu 

Adminsitrasi. 

c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah 

di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (Si-Izol) di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Malang. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan membantu 

meningkatkan efektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan 

perizinan di DPMPTSP Kota Malang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas program aplikasi Si-Izol dalam meningkatkan 

pelayanan perizinan di Kantor Disnaker PMPTSP Kota Malang secara umum sudah 

berjalan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Namun, masih terdapat beberapa 

indikator yang pelaksanaannya yang belum maksimal. Secara lengkap, berikut 

adalah kesimpulan dari masing-masing indikator yang peneliti gunakan dalam 

meneliti efektivitas program aplikasi Si-Izol di Kantor Disnaker PMPTSP Kota 

Malang. 

1. Ketetapan Sasaran Program 

Sesuai dengan misi dari Kantor DisnakerPMPTSP Kota Malang yakni 

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan”. Dan berdasarkan hasil 

penelitian, pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. Dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat 

maka program aplikasi Si-Izol tepat pada sasaran. Ketepatan sasaran 

dibuktikan dengan hasil survei kepuasan masyarakat, dapat dilihat pada 

gambar 4.4 (halaman 73) 

2. Sosialisasi Program 

Kantor DisnakerPMPTSP Kota Malang berupaya dalam 

mengsosialisasikan program aplikasi Si-Izol. Dengan memanfaatkan 
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sosial media seperti instagram dan juga website. Selain itu, dilakukannya 

persebaran brosur dan kegiatan mobil keliling menjadi salah satu bentuk 

upaya Kantor DisnakerPMPTSP Kota Malang dalam mengenalkan 

aplikasi Si-Izol. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa Kantor Disnaker 

PMPTSP Kota Malang telah melakukan upaya yang baik dalam 

mengsosialisasikan aplikasi Si-Izol. Namun, sosialisasi yang dilakukan 

belum maksimal. Dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang belum 

mengetahui tentang aplikasi tersebut. 

3. Tujuan Program 

Aplikasi Si-Izol sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah  tersebut telah menjelaskan 

tujuan dari aplikasi Si-Izol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

pelaksanaan aplikasi Si-Izol sesuai dengan tujuan program tersebut. 

4. Pemantauan Program 

Dari hasil temuan penelitian aplikasi Si-Izol terus dipantau oleh pihak 

DisnakerPMPTSP. Pemantauan dilakukan melalui survei kepada 

masyarakat secara langsung dan dilakukan pemantauan secara berkala 

oleh pemerintah.  

Pada pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan aplikasi Si-Izol juga 

terdapat faktor penghambat dan pendukungnya, diantaranya : 

a. Faktor Pendukung : sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya 

manusia, dan manajemen 
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b. Faktor Penghambat : kurangnya pemahaman teknologi, belum adanya 

pengembangan software. 

5.2 Saran 

 

 Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan dan bermanfaat bagi 

pengembangan aplikasi Si-Izol Kota Malang : 

1. Mengoptimalisasikan sosialisasi program aplikasi Si-Izol kepada 

masyarakat. Baik dengan menggunakan media sosial (online) maupun 

secara langsung (offline). Selain itu, dengan menyebarkan pamphlet di 

media sosial atau disejumlah titik tertentu yang bisa diketahui oleh 

masyarakat dapat membantu mengoptimalkan sosialisasi. 

2. Mengembangkan  software program Si-Izol ke dalam aplikasi mobile. 

3. Menjadikan temuan baru bagi peneliti selanjutnya bahwa permasalahan 

tidak hanya berasal dari pembuat program akan tetapi bisa dari 

pengguna/masyarakat itu sendiri. 
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